
 

 
BUPATI PANGANDARAN 

PROPINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 15 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 45 TAHUN 2018 

TENTANG PENGELOLAAN DATA INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan 

pembangunan yang berkualitas dan pengendalian 

pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan 

data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, 

akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan 

berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang 

mendalam, tajam, dan komprehensif; 

b. bahwa dalam upaya memperoleh kemudahan layanan data 

dan informasi serta mendorong partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan pembangunan dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Data Informasi Geospasial 

Daerah; 

c. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pengaturan 

yang harus disempurnakan, maka Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan 

disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Data Informasi Geospasial Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5214); 
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  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5214); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan 

Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 10); 

  8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
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Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2019 Nomor 70). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan        : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DATA 

INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 

45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data Informasi Geospasial 

Daerah, diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Pangandaran. 

6. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  yang 

selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Diskominfo 

Kabupaten Pangandaran. 

7. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian 

yang mencakup lokasi, letak dan posisinya. 

8. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan 

yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau 

kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan 

bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 

9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data 

tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau 

karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang 

berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 
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10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG 

yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat 

bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan 

dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

ruang kebumian. 

11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD 

adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara 

langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi 

dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 

12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT 

adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu 

yang dibuat mengacu pada IGD. 

13. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang 

meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, 

verifikasi dan validasi, penyebarluasan, dan analisis data. 

14. Satu Data Geospasial Pembangunan Daerah adalah 

tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, 

aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem 

yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah. 

15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, 

menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu 

informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau 

dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu 

data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dan 

satu basis data. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 
 

(1) Jaringan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah yang 

bertugas sebagai Simpul Jaringan. 

(2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan 

fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka: 

a. Bappeda melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG; dan 

b. Diskominfo melaksanakan penyimpanan, 

pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG. 

(4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan 

pengolahan DG dan IG. 

(5) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b meliputi IG yang telah siap untuk 

disebarluaskan. 
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3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 12 
 

(1) Data dan informasi geospasial hasil pengolahan oleh 

unit produksi dikelola untuk memperoleh satu basis 

data geospasial terintegrasi. 

(2) Diskominfo  menyiapkan data dan informasi geospasial 

untuk disebarluaskan. 

(3) Penyebarluasan data geospasial pembangunan 

dilakukan menggunakan geoportal data spasial yang 

beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal 

nasional pada domain web jigd.pangandarankab.go.id. 

(4) Data geospasial yang disebarluaskan pada masyarakat 

yaitu data geospasial yang bersifat publik. 

(5) Data geospasial yang disebarluaskan ke PD yaitu data 

geospasial yang berkaitan dengan tugas pokok dan 

fungsi PD yang terkait. 

(6) Data geospasial yang disebarluaskan ke 

Kementerian/Lembaga yaitu data geospasial yang 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian/Lembaga. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 21 Febuari 2020 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

  Ttd/Cap 

 

H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 21 Febuari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

Ttd/Cap 

 

H.KUSDIANA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2020 NOMOR 15 

 

 


